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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN E-SALAM UNTUK 

PEMBAYARAN ONLINE PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BADAN 

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

 

 
Oleh 

Mutiara Salsabilla Diva 

 

 

 
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung 

pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau 

penguasaan wajib pajak. Pada saat ini, banyak masyarakat yang enggan untuk 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman masyarakat mengenai peraturan 

perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong masyarakat terutama 

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hingga kini pemerintah 

mengupayakan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam 

proses perpajakan untuk masyarakat begitu juga dengan pelayanan kendaraan 

bermotor. Salah satu inovasi yang diciptakan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung ialah menciptakan e-Salam (Elektronik Samsat Lampung) 

dimana aplikasi ini memudahkan pengguna untuk membayarkan pajak kendaraan 

bermotor dengan efisien yaitu melalui online. Tujuan penelitian ini ialah 

mengetahui pengimplementasian Aplikasi e-Salam untuk pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor, apakah aplikasi tersebut sudah efisien digunakan untuk 

masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Bapenda Provinsi Lampung 

menciptakan layanan e-Salam agar memudahkan masyarakat untuk membayar 

pajak kendaraan bermotor, guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa layanan Aplikasi e-Salam masih perlu diperbaharui guna meningkatkan 

minat masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor menggunakan 

layanan e-Salam. 

 

 
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Pembayaran Online, 

Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang masih dikategorikan negara berkembang, agar 

Indonesia ingin menjadi negara maju maka dibutuhkan pembangunan disegala 

bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan 

tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Demi Mewujudkan 

tujuan tersebut, maka negara harus memperhatikan masalah pendapatan dan 

pembiayaan. Pemerintah perlu memaksimalkan potensi negara guna 

memaksimalkan pembiayaan yang berasal dari negara sendiri. 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 

disebutkan bahwa pendapatan negara adalah suatu penerimaan yang berasal dari 

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah 

dari luar negeri. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak di bagi 

menjadi tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak petambahan niai, pajak 

penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak 

perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Pendapatan non pajak 

merupakan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, keuntungan badan 

usaha milik negara, pendapatan badan layanan umum, barang sitaan, pinjaman, 

sumbangan ataupun dari percetakan uang. Sedangkan hibah sendiri merupakan 
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pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. 

Tentunya, pajak berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Pajak 

menjadi salah satu pendapatan dan pembiayaan guna menunjang tujuan negara. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai 

kontribusi yang diwajibakan negara terhadap orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa yang sesuai dengan Undang-Undang di mana pajak akan 

digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Seperti diketahui bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Peran pajak 

dalam kehidupan bernegara dapat kita lihat melalui 4 (fungsi) pajak, antara lain : 

Fungsi Anggaran (Budgetair), Fungsi Mengatur (Regulerend), Fungsi Stabilitas, 

dan Fungsi Retribusi Pendapatan. 

Pajak dalam negeri sendiri dibedakan pada instansi pemungutannya digolongkan 

menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupkan 

pajak yang dipungut Pemerintah Pusat melalui instansi terkait, yakni Departemen 

Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercangkup dalam 

APBN. Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-undang no 28 Tahun 2009 

adalah kontribusi Wajib Pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu 
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sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk 

memenuhi keperluan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat. 

Salah satu bentuk Pajak Daerah ialah pajak kendaraan bermotor, Lebih lanjut, 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 

angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 

TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama 

samsat. Pajak memberi kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan 

pendapatan dalam suatu negara. 

Menurut data statistik yang terlansir melalui situs (www.bps.go.id), jumlah 

kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2021 mencapai 143.797.227 unit. Terdiri 

dari 21.950.275 unit roda empat dan 120.042.298 unit roda dua. Menurut data 

terbaru dari situs Polri.go.id tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor Provinsi 

Lampung mencapai 4.039.111 unit kendaraan bermotor, terdiri dari 3.513.981 unit 

kendaraan roda dua, 522.716 unit kendaraan roda empat. 

Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Provini Lampung mencatat sebanyak 

 

2.360.000 kendaraan roda dua dan roda empat di Provinsi Lampung yang tidak 

membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Provinsi Lampung sendiri ada sekitar 

3.560.000 kendaraan yang terdaftar. Namun, hanya 1.200.000 kendaraan yang 

membayar pajak, sisanya ada 2.360.000 kendaraan tidak bayar pajak dan sebagian 

besar adalah roda dua. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu pemerintah daerah harus lebih 

tegas dan lebih memperhatikan mengenai proses perpajakan kendaraan bermotor 
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di daerahnya, mulai dari penghimpunan dan penyaluran dana pajak, tata cara 

pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal 

tersebut akan mendorong masyarakat terutama wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Musruroh Siti dan 

Zulaikha (2013) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengapliksikan 

pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Namun sampai saat ini, banyak 

sekali masyarakat yang tidak tahu manfaat dari membayar pajak. 

Sesuai data yang dilansir oleh Lembaga Survei Indonesia, 24,5 persen dan 24,3 

persen masyarakat mengaku paham soal pajak dan manfaatnya. Adapun sebanyak 

42,1 persen dan 40,5 persen masing-masing mengatakan cukup paham dengan 

pajak dan manfaatnya. Kemudian, 22,9 persen mengaku kurang paham soal pajak 

dan 24,9 persen mengaku kurang paham terkait manfaat uang pajak. Sebanyak 8,9 

persen lainnya mengaku tidak paham pajak dan 9,0 persen mengaku tidak paham 

manfaat pajak. Sedangkan 1,7 persen dan 1,3 persen masing-masing menjawab 

tidak tahu soal pajak dan manfaat uang pajak. Dengan data tersebut, terbukti 

bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu manfaat dari membayar 

pajak. 

Selain kurangnya pemahaman masyarakat akan perpajakan, selain itu fasilitas dan 

sarana yang di berikan instansi terdahulu kurang memadai mengakibatkan 

masyarakat memiliki kurangnya minat dalam membayar pajak. Hingga kini 

pemerintah mengupayakan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas dan 

kemudahan dalam proses perpajakan untuk masyarakat begitu juga dengan 



5 
 

 

 

 

pelayanan kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan pemerintah dengan harapan 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. 

Hingga saat ini, Pemerintah gencar menciptakan inovasi guna memudahkan 

masyarakat untuk taat membayar pajak, terkhusus untuk wilayah Provinsi 

Lampung. Salah satu upaya tersebut ialah menyediakan samsat keliling untuk 

memudahkan pembayaran pajak. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di 

Indonesia, Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

menciptakan inovasi Pajak Daerah yaitu e-Salam. Dimana aplikasi ini dapat 

memudahkan penggunanya mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor 

tanpa harus datang langsung ke samsat. 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian penulis sebelumnya, saya sebagai penulis 

mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian 

layanan e-Salam dan seberapa efektif pembayaran pajak kendaraan bermotor 

melalui sistem online e-Salam. Oleh karena itu, mengangkat judul 

“IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN E-SALAM UNTUK 

PEMBAYARAN ONLINE PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAPENDA 

PROVINSI LAMPUNG.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah cara pengimplementasian electronic Samsat Lampung (e-Salam) 

untuk masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana keefektifan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

layanan e-Salam? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui Pengimplementasian electronic Samsat Lampung (e-Salam) untuk 

masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

2. Mengetahui keefektifan membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan 

 

e-Salam 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
Bagi Penulis, penulisan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan agar sesuai kaiatannya berdasarkan judul yang ditulis 

serta memberikan dampak sebagai berikut : 

1. Teoritis 

 
Penelitian memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu keuangan, 

yaitu menganalisis sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. 

2. Praktis 

 
Penelitian ini menggambarkan keadaan sistem pembayaran pajak kendaraan 

bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melalui layanan e- 

Salam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
 

2.1. Pajak 

 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 

Menurut (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak 

berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak 

daerah. 

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat 

kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang- 

undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran 

tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan 

umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk 

membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang 

baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat 

diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai 

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 

2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
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timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) 

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 

Negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 
 

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak 

 

Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
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1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 

 

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal 

tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif 

dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 

juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. 

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara 

 

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk 

membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang 

dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada 

ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

 

4. Berdasarkan Undang-undang 

 

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang 

yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan 

pajak. 

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki 

ciri-ciri diantaranya: 

1. Iuran rakyat ke Negara. 

 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya 

dapat dipaksakan. 

3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara 

langsung oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
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5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public 

investment. 

6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 

 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak 

memiliki dua fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (budgetair) 

 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi 

terhadap minuman keras. 

 
 

2.1.4 Sumber Penerimaan Pajak 

 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan 
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resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

 
 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009PPN adalah pajak yang 

dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam 

Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun 

pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. 

 
 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

 

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang 

tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 

Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 

adalah : 

Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau barang tersebut 

dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau pada umumnya barang tersebut 

dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau barang tersebut 

dikonsumsi untuk menunjukan status; atau apabila dikonsumsi dapat merusak 

kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 

4. Bea Meterai 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang 

dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta 
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kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau 

nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 

 
 

2.2 Penerimaan Daerah 

 

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah 

 

Menurut Mardiasmo (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Undang-Undang yang terdiri dari : 

a. Pendapatan Pajak Daerah 

 

b. Pendapatan Retribusi Daerah 

 

Meliputi : Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 

Tertentu 

c. Lain-Lain PAD yang Sah 

Meliputi : Penerimaan Jasa Giro 

d. Pendapatan dari Pengembalian 

 

 

2.2.2 Pendapatan Transfer 

 

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan 

lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan 

keuangan 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

 

Meliputi : Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak 
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b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

 

 

2.3 Jenis-Jenis Pajak 

 

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak 

terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis – jenis pajak. 

Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, 

seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat – sifat yang melekat pada 

pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan 

kriteria diatas menurut ( Diaz Priantara, 2012 ) : 

 
 

2.3.1. Pajak Menurut Golongan 

 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang 

berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, Wajib Pajak yang bersangkutan 

yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh ) 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP ( Pengusaha Kena Pajak) terlebih 

dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang 

dihasilkan oleh WP tersebut. 
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2.3.2. Pajak Menurut Sifat 

 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama 

diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah 

menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh. 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama 

diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan 

subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ). 

 
 

2.3.3 Pajak Menurut Lembaga Institusi Pemungutan 

 

a. Pajak Pusat 

 

Menurut Mardiasmo (2013), pajak pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Menurut Mardiasmo 

(2016), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah 

 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 antara lain : 

 
 

1. Pajak Provinsi 

 

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain : 

 

a. Pajak kendaraan bermotor yantu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. 
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b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah 

 

 

 
2. Pajak Kabupaten / Kota. 

 

Jenis-jenis pajak termasuk ke dalam pajak kebupaten/kota yaitu : 

 

a. Pajak Hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh atau fasilitas lainnya dengan dipungut 

bayaran, termasuk bagunan yang lainnya yang mengatur, di kelola dan dimiliki 

oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran 

dihotel, sedangkan subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

b. Pajak restoran yang disebut pajak adalah pemungutan daerah atas pelayanan 

restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau 

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa 

boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan 
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dengan pembayaran direstoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pembayaran atas pelayanan 

restoran. Wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramainan yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua 

penyelenggaran hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang menonton atau menikmati hiburan. 

d. Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaran reklame. Reklame 

yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk 

tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari 

suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak 

ialah penyelanggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 

25%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan 

pengamatan, pencatatan dan wawancara secara langsung di beberapa bidang pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

 

 

3.2 Sumber Data 

 

1. Data Primer 
 

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan secara langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek Praktik Kerja Lapangan dilakukan. Penulis 

menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik 

sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan dalam kurun waktu antara tanggal 

4 Januari 2023 - 10 Februari 2023. Penulis mendapatkan data melalui wawancara 

secara langsung dengan Kepala Pengembangan Informasi Pendapatan, yaitu Ibu 

Yuri, lalu Kepala bidang Pajak 1, Bapak Ardi selaku Pegawai di Bidang 

Pengembangan Informasi Pendapatan, dan Bapak Yudhi selaku Kepala bagian 

Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penulis juga 

mendapatkan beberapa informasi mengenai Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung dengan cara observasi dan bertanya langsung dengan pegawai dari 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 
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2. Data Sekunder 
 

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Dalam Penulisan ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah sesuai dengan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, serta situs yang 

berkaitan dengan topik penulisan mengenai sistem pembayaran pajak kendaraan 

bermotor melalui layanan e-Salam. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data. Maka metode 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penulisan. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 
 

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki 

tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. 

Penulis melakukan observasi dengan cara mencari tahu apapun informasi 

mengenai sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Struktur 

Organisasi, Bidang-bidang yang dimiliki, dan apapun yang berkaitan dengan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

2. Wawancara 
 

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penulisan. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh 

informasi dari informan yang terkait. 
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Informan utama (Key Informan) dalam wawancara ini adalah Kepala Bidang 

Pengembangan Informasi Pendapatan dan Kepala Bidang Pajak 1 yang 

merupakan sumber untuk menulis dari judul penulis. Didukung dengan beberapa 

informasi dari informan seperti Staff bagian Umum untuk membantu 

menghubungkan informasi terkait bidang-bidang di Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung, Staff Bagian IT yang membantu memberi informasi mengenai 

Aplikasi e-Salam dan e-Samdes, Staff Bagian PIP yang membantu memberikan 

informasi mengenai data pengguna dan data pembayar pajak kendaraan bermotor 

menggunakan e-Salam, dan Staff bagian pajak yang membantu memberikan 

informasi mengenai target dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Wawancara 

dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 4 Januari 2023 - 10 Februari 2023 secara 

langsung (face to face). 

3. Studi Pustaka 
 

Menurut Nazir (Dalam Raharja 1998: 111) Studi Kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas 

Akhir. 

4. Dokumentasi 
 

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang 
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dimiliki bidang-bidang yang ada seperti bidang Umum, Pajak, dan PIP seperti 

Data dan Jumlah pengendara sepeda motor di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung 2019-2023, Data Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor di 

seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2023, Data Realisasi 

Penerimaan Pajak Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019- 

2023, Data tarif pajak kendaraan bermotor di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung tahun 2019-2023, Data Jumlah Kendaraan yang menunggak membayar 

pajak kendaraan bermotor di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 

2019-2023, Data dan Jumlah pengguna e-Salam dan e-Samdes di seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020-2023, dan terakhir data dan 

Jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor dengan 

menggunakan menggunakan e-Salam dan e-Samdes di seluruh Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung tahun 2020 - 2023. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Lokasi penelitian ini bertempat pada Bapenda Provinsi Lampung yang beralamat 

di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35221. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 40 Hari, 

terhitung dari tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. 
 

Gambar 3. I Lokasi Badan Pendapatan Daerah 

Sumber : Arsip Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
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3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan dan Profil Singkat Perusahaan 

 
Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah: 

 
1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

2. Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung. 

3. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

Pada Perangkat Daerah Provinsi. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai 392 orang pegawai 

yang terdiri atas 1 orang Eselon III, 20 orang Eselon IV, 59 orang Fungsional 

Umum, dan 312 orang Fungsional Tertentu. Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung mempunyati tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah 

provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi 

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Badan pendapatan daerah provinsi lampung mempunyai 

fungsi berikut: 

a) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar/pedoman 
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b) Pembinaan, pengendalia, pengawasan, dan koordinasi 

 

c) Pelayanan administratif 

 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi 

kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. 
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3.4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah membawahi : 

 
a. Kepala Badan 

 

b. Sekretariat 

 

c. Bidang Pajak 

 

d. Bidang Non Pajak 

 

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian 

 

f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan 

 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

Sumber : Arsip Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
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3.4.4 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” 

(Aman, Berbudaya, Maju, dan Berdaya saing, Sejahtera) 

 

b. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai. 

 

2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan 

pelayanan publik. 

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan 

kaum difabel. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan 

konektivitas wilayah. 

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah 

pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian mengenai Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Online menggunakan e-Salam, Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan Oleh 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengimplementasian layanan aplikasi e-Salam cukup mudah yaitu hanya 

perlu mengunduh aplikasi e-Salam V.02, lalu cukup mengikuti alur 

pemakaian layanan aplikasi e-Salam dengan benar sesuai panduan yang 

telah disediakan. Mendaftarkan pengguna di layanan e-Salam, mengisi 

data kendaraan bermotor, menghitung jumlah pembayaran pajak 

kendaraan bermotor, hingga mendapatkan kode bayar pajak yang dapat 

dibayarkan di teller, ATM, dan agenlaku pandai Bank Lampung. 

2. Walaupun saat ini layanan aplikasi e-Salam dapat membantu memudahkan 

masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, namun 

layanan e-Salam ini belum cukup efektif untuk menyumbang angka untuk 

membantu realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Pada 

tahun 2022, layanan e-Salam hanya membantu 1,670 % dari realisasi pajak 

kendaraan bermotor Provinsi Lampung. Namun, penggunaan dari e-Salam 

tiap tahunnya meningkat, dari unit maupun jumlah PKB. Untuk denda dari 

Pajak Kendaraan Bermotor sendiri masih berfluktuatif tiap tahunnya. 
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Selain itu, fitur-fitur pembayaran di e-Salam masih perlu ditingkatkan 

kembali untuk kerjasamanya dengan pihak Bank Lampung agar layanan 

aplikasi e-Salam jauh lebih efektif dibandingkan dengan sebelumnya. 

 
 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran untuk layanan 

aplikasi pembayaran online e-Salam, antara lain : 

1. Menarik minat masyarakat Lampung untuk menggunakan layanan e-Salam, 

dimulai dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung itu sendiri 

untuk menggunakan layanan e-Salam, dan aktif untuk melaksanakan sosialisasi 

kepada masyarakat Provinsi Lampung. 

2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Bank Lampung dan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dari segi pembayarannya, yaitu dengan 

menghadirkan fitur Mobile Banking, Electronic Banking (i-Banking), Transfer 

antar Bank, Transfer menggunakan E-Wallet (Ovo,Gopay, Dana, ShopeePay, dan 

Sejenisnya), juga bekerja sama dengan bank lain. Hal ini bertujuan agar 

memudahkan pengguna untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tanpa 

harus datang lagi ke ATM dan Teller Bank Lampung terdekat. 

3. Mengatasi permasalahan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tercatat 

di Bank Lampung sering kali berbeda dengan data NIK yang tercatat di samsat. 

Hal ini disebabkan oleh input NIK di samsat yang kurang teliti oleh petugas 

kepolisian. 
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4. Perlu adanya perbaikan dari aplikasinya agar pengguna lebih nyaman saat 

menggunakannya, adanya perbaikan bug, dan perbaikan lainnya guna 

mempermudah pengguna mengakses aplikasinya. 
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